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A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang
dipimpin oleh Kepala Desadan dibantu oleh perangkat desa pada saat melaksanakan
tugas, kewajiban dan fungsinya. Pembangunan Desa menurut pasal 1 ayat 1 Undang-
Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pembangunan desa ialah bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa
ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena
desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan
pertahanan keamanan. Menurut Kartasasmita (2001 : 66) mengatakan bahwa hakekat
pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari
segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan
kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan
kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.Suparno (2001 : 46)
menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang
sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah
menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada
kemampuan masyarakat itu sendiri.
Desa mempunyai beberapa kewenangan dalam upaya membangun daerahnya yaitu
kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa,
kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau
Pemerintah Daerah Kabupaten, Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



Kewenangan dalam konteks pembangunan desa sebagai upaya peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa. Subyek pembangunan desa sendiri pada dasarnya terdiri dari 3 pihak, yaitu
pertama, pemerintah desa dalam hal ini kepala desa serta perangkatnya, kedua Badan
Permusyawaratan Desa atau BPD, dan ketiga adalah masyarakat desa itu
sendiri.Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat desa adalah subyek hukum yang
berperan dalam upaya pembangunan desa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpilkan bahwa setiap pembangunan di
desa mempunyai beberapa kewenangan demi kemajuan di desa berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang ada. Bukan mencari kesempaan disetiap celah
untuk mencari keuntungan diri sendiri seperti kasus korupsi di madura.

Kasus ini berawal dari tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan
Korupsi. Oleh karena itu, dalam waktu dekat pemerintah akan mengumpulkan semua
daerah untuk diberikan arahan soal pencegahan penyelewengan dana desa.Dalam
kesempatan yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo juga mengaku terkejut dengan kasus yang terjadi
di Pamekasan."Baru-baru ini kita dikagetkan dengan kasus di Madura. Padahal,
program dana desa kan tujuannya baik,” kata Eko.Apalagi, pengawasan untuk
mencegah penyelewengan dana desa sudah berlapis-lapis, tapi ternyata masih ada
celah korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka
setelah menggelar operasi tangkap tangan terkait dana desa di Kabupaten
Pamekasan, Jawa Timur, Rabu 2 Agustus 2017. (Kompas.com).

Substansi perencanaan desa diantaranya menetapkan prioritas, program,
kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desatau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten.Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah
melahirkan semangat baru dalam pembangunan desa. Secara sederhana
pembangunan desa memiliki tiga tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan, sehingga pembangunan bisa benjalan dengan baik tanpa ada suatu

halangan yang berarti dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.



1. Rumusan Masalah
Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam
penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian harus
menegetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang
permasalahan di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:
a. Bagaimana akuntabilitas good governance dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mundu, Tulung, Klaten.
b. Bagaimana kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
infrastruktur berdasarkan prinsip Akuntabilitas Good Governancedi Desa
Mundu, Tulung, Klaten
c. Bagaimana solusi kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan infrastruktur berdasarkan prinsip Akuntabilitas Good
Governancedi Desa , Mundu, Tulung , Klaten.
2. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dalam
penelitian ini, antara lain:
a. Untuk mendeskripsikan akuntabilitas good governance dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mundu, Tulung,
Klaten.
b. Untuk mendeskripsikan kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan infrastruktur berbasis Akuntabilitas Good Governance di
Desa Mundu, Tulung, Klaten
c¢. Untuk mendeskripsikan solusi kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan infrastruktur berbasis Akuntabilitas Good Governancedi Desa
, Mundu, Tuulung , Klaten.
3. Manfaat penelitian
1) Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dalam
pengembangan konsep peran kepala desa dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa.



b. Hasil kajian dapat dijadikan sebagai dasar untuk kegiatan penelitian

berikutnya yang sejenis.
2) Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi baru mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
infrastruktur di desa.

b. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

infrastuktur di desa.



